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1. Pendahuluan

Pada saat ini kita tengah mengalami permasalahan krusial yakni adanya pandemi virus
covid-19, virus ini membawa keresahan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk
Indonesia. Kemudian, guna mencegah situasi menjadi tidak terkontrol dan guna memutus rantai
persebaran virus covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pemberlakuan
kebijakan ini, disertai dengan penutupan banyak tempat yang ramai dikunjungi. Namun pada
realitanya banyak sekali yang terdampak akibat dari kebijakan tersebut, seperti: sektor pariwisata,
sektor pendidikan, serta sektor ekonomi.

Dalam sektor ekonomi, pandemic ini sangat merugikan bagi pelaku usaha atau UMKM
dengan turunnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun global yang
berdampak pada turunnya permintaan masyarakat untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh
UMKM. Dalam hal ini, banyak sekali UMKM yang harus menutup usahanya serta mengurangi
jumlah tenaga kerja mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM
menyebutkan bahwa terdapat sekitar 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi yang terdampak Covid-
19 (Novika, 2020). UMKM kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi
pandemi covid -19 ini dikarenakan tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam
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mengakses teknologi dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam masa yang sulit.
UMKM berkontribusi banyak terhadap perekonomian nasional, lebih dari 99% unit usaha yang
ada digolongkan sebagai UMKM dan menyumbang sekitar 61% dari PDB Indonesia serta
menyediakan sebanyak 97% lapangan pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan
secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa
inovasi serta meningkatkan kreativitas (Dhewanto et al, 2015).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandung guna
memberdayakan UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid - 19, salah satunya dengan
mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pemberdayaan UMKM dengan berbagai macam
program. Dalam hal ini, seluruh kebijakan yang telah dikerahkan pemerintah guna tercapainya
target pemberdayaan UMKM agar bisa bangkit pada masa pandemi covid-19. Dilansir dari Kamar
Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bandung mencatat bahwasannya sekitar 88% usaha mikro
tidak memiliki pemasukan KAS, dan sebanyak 60% usaha mikro kecil harus melakukan
pemberhentian atau pengurangan karyawan agar dapat terus bertahan pada masa pandemi covid-
19 ini. Kemudian, Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung menjelaskan bahwasannya sebanyak
120 juta orang atau 88,9% bergantung pada UKM bukan pada bisnis yang cukup besar. (Ayu,
2021) oleh sebab itu perlunya pemerintah untuk membantu UMKM agar dapat berdaya pada masa
sulit seperti ini dengan menentukan target pasar yang sesuai. Dalam mewujudkan target
pemberdayaan UMKM tersebut, maka dibutuhkan peran serta stakeholders dalam penerapan
kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid — 19 di Kota Bandung.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memberikan
hasil informasi berupa catatan maupun data yang bersifat deskriptif yang tertulis di dalam teks
yang diteliti. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh baik melalui data primer
dan data sekunder, yang mana data tersebut didapat melalui Badan Pusat Statistik, laporan
penelitian, buku, jurnal, artikel ilmiah serta beberapa website resmi pemerintahan. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah bersifat studi literatur dengan menggunakan jurnal-
jurnal terdahulu yang telah diteliti sebelumnya, dan literatur lainnya seperti: buku, koran, website
resmi pemerintahan yang dapat menunjang penelitian ini. Analisis data yang digunakan untuk
meninjau pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19, dengan adanya data tersebut
kemudian akan dikumpulkan dan dapat dijadikan sebagai bahan analisa penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi perekonomian di Indonesia pada masa sebelum pandemi terlihat tumbuh secara
positif meski berada dalam perlambatan ekonomi secara global yang telah dipengaruhi oleh perang
dagang dan geopolitik, terlihat bahwasannya Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%
karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah dan investasi, meski capaiannya
bersifat rendah dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Namun ternyata pada awal 2020,
pandemi covid — 19 telah merebak di Indonesia sehingga pada triwulan pertama 2020 membuat
perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 297% adanya penurunan pertumbuhan
perekonomian ini telah disebabkan oleh turunnya angka permintaan secara global dan domestik
yang telah di barengi dengan melemahnya harga komoditas internasional.

Tabel 1Pertumbuhan ekonomi
Tahun 2018 2019 2020
Presentase 5,06% 5,07% 2,97%
Sumber: Badan Pusat Statistik
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Berikut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwasannya pada gambar 1
terlihat penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis jika dilihat dari angka pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2019 masih mencapai 5,07% hingga pada akhir 2019 adalah 4,97%. Salah
satunya berdampak pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dimana sektor UMKM
merupakan tonggak perekonomian negara. Jika dilihat dari permasalahannya ada 2 aspek yang
menjadi titik fokus pada dampak UMKM yaitu pada masalah non keuangan dan masalah
keuangan.

Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengupayakan berbagai
kebijakan guna memulihkan kondisi perekonomian dan membantu UMKM yang terpuruk,
berbagai kebijakan dikeluarkan guna memberdayakan UMKM dan untuk menilai implementasi
kebijakan pemberdayaan UMKM di masa Pandemi Covid - 19 tersebut, peneliti menggunakan
teori Merilee S. Grindle yang menilai implementasi suatu kebijakan melalui 5 variabel, diantaranya:

Manfaat yang dihasilkan

Dalam hal ini, pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid — 19 menghasilkan
beberapa manfaat, diantaranya: UMKM mampu berdiri tegak kembali di tengah wabah pandemi
covid — 19 dan mampu segera menyesuaikan diri atas situasi yang ada saat ini. Pemerintah pusat
maupun daerah ikut serta dalam pemberdayaan ini dan membantu UMKM untuk bangkit dengan
mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan sangat bervariasi kebijakan berupa
dana bantuan, proses perizinan, webinar hingga program — program dan inovasi lainnya.

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini membantu dalam hal membantu mempercepat
produksi suatu produk, mulai dari sertifikat halal, uji mutu, nutrition pack, hingga kadaluarsa guna
produk ini bisa dipasarkan secara langsung ke markefplace baik local, regional, maupun
internasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga memberikan pelatihan digital marketing
dan mengadakan beberapa webinar. Bahkan, pemerintah Kota Bandung juga memiliki URC
(UMKM Recovery Center). URC adalah sebagai bentuk pemulihan ekonomi oleh Pemerintah
Kota Bandung.

URC adalah tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk — produknya. URC
berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM yang terletak di J1. Mustang. Kec. Sukajadi,
Kota Bandung. URC merupakan gagasan pemerintah Kota Bandung, Perwakilan beberapa
UMKM, Koperasi serta beberapa BUMN. URC juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas,
diantaranya: laboratorium kopi, sarana bisnis, coaching clinic, dengan pendampingan dari Dinas
Koperasi dan UMKM, Perbankan untuk berkonsultasi, serta beberapa pelaku usaha yang sudah
sukses guna memberikan berbagai pengetahuan dan ilmu, serta terdapat showroom untuk
pemasaran.

Perubahan yang diharapkan

Dalam hal ini terkait sejumlah kebijakan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dapat membantu UMKM dan bangkit dari keterpurukan yang ada.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Pada
tahun 2021 para pelaku UMKM bisa mendapatkan dana ini dengan cara mendaftar, bagi mereka
yang pernah mendaftar diperkenankan untuk mendaftar lagi sesuai dengan PermenKopUKM
No.2 Tahun 2021, jumlah dana bantuan senilai Rp 1.2 juta. Pada tahun 2021, kuotanya ada
sebanyak 12.8 juta pelaku usaha.

Pandemi covid — 19 mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan akibat adanya
pembatasan kegiatan, hingga kini menjadi serba online. Dalam hal ini perilaku konsumen juga
berubah, konsumen lebih banyak melakukan kegiatan dirumah dan membatasi diri dengan
khalayak banyak kemudian para konsumen biasanya memanfaatkan teknologi digital dengan
melakukan belanja online. Perubahan juga terjadi pada strategi pelaku usaha yakni memakai peta
baru dengan menerapkan 4 hal dalam bisnis mereka, yaitu: Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Lomw-
Mobility. Perubahan tersebut diharapkan agar UMKM mengatur ulang strategi mereka dan dapat
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berlayar kembali lebih jauh. Adanya pandemic covid — 19 memaksa UMKM untuk memiliki
strategi baru yang dapat meningkatkan minat pasar sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung
saat ini agar UMKM tidak terpuruk dan tetap dapat berlayar tanpa adanya hambatan.

Posisi pembuat kebijakan

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan ini adalah orang yang berwenang dalam
merumuskan sebuah kebijakan baru dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan saat ini.
Pemerintah dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan banyak pihak dan
melakukan berbagai inovasi serta program yang dapat membantu pemberdayaan UMKM di masa
pandemic covid — 19.

Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng
ITB (Institut Negeri Bandung) guna mendukung program pemberdayaan UMKM. Atas
Kerjasama tersebut akan dilakukan nota kesepakatan (MoU), penandatanganannya dilakukan
secara desk fo desk dan akan dirilis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kerjasama ini
dititikberatkan pada tema kewirausahaan, meliputi: pengembangan kewirausahaan berbasis
teknologi dan model ekosistemnya, penciptaan dan pembinaan mahasiswa wirausaha maupun
pembangunan sistem online entreprenenr potential assessment. Selain itu juga dilakukan kajian rencana
pengembangan TIK dalam rangka mendukung basis data tunggal UMKM. Selanjutnya, juga
berupa peluang Kerjasama dalam mendukung transformasi usaha informal ke formal, dukungan
skema rantai pasok agar terhubung dalam global value chain serta sensus dan survei pendataan
UMKM.

Aktor yang terlibat

Pemberdayaan UMKM ini melibatkan sejumlah actor, yakni: pemerintah pusat pemerintah
daerah, civitas akademik, pelaku usaha, serta BUMN. Kerjasama ini dilakukan guna
memberdayakan UMKM yang mengalami keterpurukan sehingga bisa bangkit dan berdiri kembali
dengan kokoh dan tangguh sebagai wujud memerangi musuh yang ada, yakni pandemic yang terus
berlangsung. Kekuatan yang dimiliki UMKM saat ini diharapkan akan terus bertambah sehingga
tidak lagi goyah terhadap situasi apapun yang menanti di depan sana.

Peran Pemerintah pusat sebagai induk dari perumusan suatu kebijakan atas dasar
penyelesaian masalah yang ada agar dapat menarik kembali UMKM ke masa jayanya dan kemudian
peran pemerintah daerah dengan ini mendukung dan juga sebagai anak yang ikut membantu dalam
merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, serta membantu UMKM yang ada di
daerahnya dengan mengeluarkan sejumlah program dan inovasi. Kemudian peran serta actor lain
adalah mendukung penuh pemberdayaan UMKM ini agar terealisasikan dengan baik dan dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh UMKM yang terdampak tanpa terkecuali.

Sumber daya yang di dapatkan

Pemberdayaan UMKM tentu menghasilkan banyak hal sebagai bekal untuk bisa kembali
bangkit di masa sekarang, baik berupa skill maupun ide dan inovasi baru yang dapat dikembangkan
dan menghasilkan sebuah hal yang jauh lebih besar. Selama Pandemi Covid -19, masyarakat lebih
banyak menghabiskan waktu dirumah dengan melakukan kegiatan alternatif seperti melukis,
memasak, dan bekerja dari rumah selain itu juga masyarakat saat ini lebih senang berbelanja secara
online sehingga intensitas untuk berinteraksi di luar cenderung menurun, oleh sebab itu para
pelaku usaha dapat memaksimalkan perannya dan berinovasi dengan cara mengeluarkan produk
yang bisa dipakai pada era sekarang.

Dalam hal itu, pelaku usaha harus bisa membaca pasar dan melakukan inovasi serta
mengembangkan ide mereka agar terus diminati dan bisa mengikuti perkembangan zaman.
Apalagi Kota Bandung baru — baru ini kembali terpilih menjadi Kota Mode di Indonesia melalui
gelaran bertajuk Fashionaxy 4.0. Menurut desainer yang terlibat dalam ajang tersebut, Lina Sukijo,
Jawa Barat memiliki potensi produk kreatif yang mampu menarik konsumen untuk belanja. Hanya
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saja, kesadaran masyarakat akan potensi tersebut masih minim. Untuk itu masa sekarang bisa
digunakan masyarakat agar melihat kembali potensi yang dimiliki Kota Bandung dan dapat
memanfaatkan hal itu dengan sebaik — baiknya.

4. Kesimpulan
Dalam hal ini banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam

memberdayakan UMKM, salah satunya lewat berbagai jenis kegiatan mulai dari webinar, pelatithan
hingga penyediaan tempat guna menunjang berkembangnya suatu UMKM. Pemerintah Kota
Bandung dalam rangka pemberdayaan tidak sendiri tetapi bekerja sama baik dengan pemerintah
pusat maupun lembaga — lembaga lainnya. URC (UMKM Recovery Center) adalah salah satu
program dari pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk pemulihan ekonomi. URC adalah tempat
bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk — produknya dan juga di dalam sana tersedia
berbagai fasilitas penunjang pelaku bisnis untuk memulai maupun mengembakan usahanya.
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